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BAPETEN. Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi.
Pelaksanaan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil.
Penyesuaian /Inpassing.

PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG

DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI MELALUI

Menimbang

PENYESUAIAN/INPASSING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

REPUBLIK INDONESIA,

bahwa  untuk melaksanakan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai
Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Melalui
Penyesuaian/Inpassing, perlu menetapkan Peraturan
Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebagai tindak lanjut
pelaksanaan pengangkatan pegawai negeri sipil dalam
jabatan fungsional pengawas radiasi melalui
penyesuaian/inpassing;

bahwa Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir
Nomor 6 Tahun 2017 tentang  Pelaksanaan
Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Pengawas
Radiasi sudah tidak sesuai dengan ketentuan dalam
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan
Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing sehingga

perlu diganti;
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Mengingat

Menetapkan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang
Pelaksanaan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam
Jabatan  Fungsional Pengawas Radiasi  melalui

Penyesuaian/Inpassing;

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang
Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3676);

2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan
Presiden Nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 323);

3. Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor
01.Rev.2/K.OTK/V-04 Tahun 2004 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan
Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Badan
Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01 Rev.2/K-Otk/V-04
Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pengawas Tenaga Nuklir (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG
PELAKSANAAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI
MELALUI PENYESUAIAN /INPASSING.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Badan adalah Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.

Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi adalah jabatan
fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas untuk
melaksanakan dan/atau mendukung kegiatan
pengawasan radiasi.

Pengawasan Radiasi adalah kegiatan inspeksi, perizinan,
evaluasi norma standar pengawasan
ketenaganukliran/perjanjian atau pengesahan perjanjian
internasional, dan sertifikasi dan validasi untuk
mendukung pengawasan serta pembinaan dalam
ketenaganukliran.

Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan
dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang
harus dicapai oleh pejabat fungsional Pengawas Radiasi
dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
Penyesuaian/Inpassing adalah proses pengangkatan PNS
dalam jabatan fungsional guna memenuhi kebutuhan
organisasi sesuai dengan  ketentuan = peraturan

perundangan dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 2

Peraturan Badan ini bertujuan untuk memberikan pedoman

bagi PNS yang akan melaksanakan Penyesuaian/Inpassing ke

Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi jenjang ahli pertama,

ahli muda, dan ahli madya.
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BAB II
PENGANGKATAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS RADIASI MELALUI
PENYESUAIAN/INPASSING

Pasal 3
Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengawas
Radiasi melalui Penyesuaian/Inpassing harus didasarkan
pada formasi kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas
Radiasi sesuai dengan kebutuhan pegawai yang dimuat dalam

aplikasi e-formasi.

Pasal 4

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengawas

Radiasi melalui Penyesuaian/Inpassing ditujukan bagi:

a. PNS yang telah dan/atau masih menjalankan tugas di
bidang pengawasan radiasi berdasarkan keputusan
pejabat yang berwenang;

b. PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai
dengan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi
dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih
tinggi;

c. Pejabat pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas
yang memiliki kesesuaian atau keterkaitan antara bidang
tugas jabatan dengan Jabatan Fungsional Pengawas
Radiasi yang akan diduduki; atau

d. PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya, karena
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam
jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi Angka
Kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih
tinggi.

Pasal 5
(1) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengawas
Radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
berdasarkan Angka Kredit kumulatif untuk

Penyesuaian/Inpassing.
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Angka Kredit kumulatif untuk Penyesuaian/Inpassing

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Badan ini.

BAB III
PERSYARATAN PENGANGKATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas

Radiasi

melalui Penyesuaian/Inpassing harus memenuhi

persyaratan umum dan persyaratan khusus.

Bagian Kedua

Persyaratan Umum

Pasal 7

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal

6 meliputi:

a.

berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu), D-4
(Diploma-Empat), S-2 (Strata-Dua), atau yang
sederajat di rumpun bidang fisika, kimia,
keteknikan, atau kualifikasi pendidikan terkait yang
ditetapkan oleh Kepala Badan;

pangkat paling rendah sesuai dengan persyaratan
kepangkatan dari jabatan yang akan diduduki;
mengikuti dan lulus uji kompetensi Jabatan
Fungsional Pengawas Radiasi sesuai dengan jabatan
yang akan diduduki;

nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam
2 (dua) tahun terakhir; dan

usia paling tinggi:

1) 56 tahun (lima puluh enam tahun) bagi yang

akan diangkat dalam Jabatan Fungsional



